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Abstract

This article aims to identify and analyze an authentic deed made of Notary, regarding the 

distr ibution of inheritance is done by people who are Muslims according to Islamic law.                     

To achieve these objectives, the research is descriptive normative law with a conceptual 

approach. Data used is secondary data by using data collection through document study then 

analyzed using qualitative analysis techniques. The survey results revealed that the deed of 

distr ibution of the property is deed authentic made before a Notary according to Islamic law 

it is a common wil l of all the heirs to agree to hold the inheritance by peaceful means in 

accordance with Islamic law based on the provisions of Islamic law.
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Abstrak

ahli waris untuk bersepakat mengadakan pembagian warisan dengan cara damai menurut hukum Islam dengan 

berpedoman pada ketentuan dalam hukum Islam. 

Kata Kunci  : Akta pembagian warisan, Notaris, hukum Islam.

A.  Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara beraneka ragam 

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, belum 

ada kodif ikasi  mengenai hukum waris. Hukum 

dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris 

Allah telah mengatur semua kehidupan manusia 
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perintah atau kehendak Allah tentang suatu perbuatan 

sempurna, Islam megatur segala sisi kehidupan 

hukum Islam disebut dengan hukum faraid.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 

pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan 

masing-masing. Aturan tentang waris tersebut 

merinci , juga telah diatur melalui  A l  Hadi ts 

menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan 

lembaran kitab  serta menjadi pedoman bagi 

tentang kewarisan. (Moch.Muhibbun dan Abdul 

Di dalam hukum Islam ketentuan materii l 

secara rinci dan jelas sedang                 dalam sistem 

harta peninggalan pewaris berdasarkan kepada 

lain, kehendak atau keinginan pewaris merupakan 

tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita 

dan anak-anak. Dengan demikian, hukum kewarisan 

Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum 

dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Agama 

Agama, para hakim Pengadilan Agama di Indonesia 

kewarisan Islam. (Moch.Muhibbun dan Abdul 

berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan 

itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan 

diberikan dari seorang Notaris adalah dalam bentuk 

membuat akta autentik dan ataupun kewenangan 

selain memberikan bantuan dengan membuat akta  

autentik, tetapi juga konsultasi  hukum kepada 

hukum dapat memahami dengan benar serta tidak 

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum 
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menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam 

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan 

jelas hak dan kewajiban para pihak dan menjamin 

kepastian hukum  dan sekaligus diharapkan pula 

sengketa tersebut tidak dapat dihindari , dalam 

secara murah dan cepat.

untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan 

akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

penting dalam pembuatan akta waris maupun akta 

mengenai pembagian harta warisan. Notaris sebagai 

menuangkan keinginan para pihak ke dalam sebuah 

akta autentik. 

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk 

dikaji mengenai kekuatan hukum akta pembagian 

beragama Islam (muslim) menurut hukum Islam  

B. Metode Penelitian

hukum ini adalah bersifat deskriptif dengan metode 

(conceptual  approach). 

penelitian ini adalah bahan hukum s

antara lain meliputi buku-buku kepustakaan, literatur, 

peraturan perundang-undangan, akta notaris, 

dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, 

penelitian ini. 

studi dokumen atau bahan pustaka adan dalam 

penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 

analisis isi (content analysis). 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

merupakan akta partij

di hadapan Notaris. Dari  hasil penelitian, dapat 

diuraikan mengenai awal akta, badan akta (isi) dan 

akhir akta (penutup akta) dari Akta Pemisahan dan 

Notaris adalah  sebagai berikut :

a.  Judul akta :  Akta Pemisahan dan Pembagian 

Harta Warisan.

c.  Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun.

d.  Nama lengkap dan kedudukan Notaris : 

Notaris  di Kota Surakarta.

a.  Nama lengkap, tempat dan tanggal   

 lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, 

b. Jabatan Nama lengkap, tempat dan tanggal 

lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, 

kedudukan, tempat tinggal para penghadap, 

keterangan mengenai kedudukan bertindak 

penghadap.

3. Premisse akta. Pada premis akta, disebutkan 

bahwa para penghadap tersebut (para ahli waris) 

bersama-sama berkehendak membagi harta 

warisan dari pewaris.

- Isi dari akta merupakan kesepakatan dalam 

pembagi an warisan dengan cara damai 

berdasarkan kehendak bersama dari para ahli 

waris.  

5. Akhir Akta. 
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diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 

Peradilan Agama, sering terjadi kerancuan 

dan permasalahan dalam pembagian warisan 

(tiga) penggolongan penduduk di Indonesia dan 

cara pembagian warisan secara Islam tapi bisa 

mengambil cara dengan membagi secara hukum 

waris adat ataupun hukum waris perdata.

Agama, hak opsi atau hak memilih itu ditegaskan 

dan tunduk pada hukum Islam, pembagian 

jika timbul sengketa mengenai warisan harus 

diselesaikan di  Pengadi lan Agama. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam waris Islam ada 

unsur ta’ abudi atau ibadah, karena dilaksanakan 

berdasarkan hukum agama atau taat pada 

Notaris berdasarkan peraturan perundang-

undangan adalah merupakan pejabat umum 

dan pembagian harta warisan. Namun demikian 

akta pemisahan dan pembagian harta warisan 

pada hukum perdata barat (BW).  Padahal 

kaitan erat dengan pelaksanaan pembagian harta 

peninggalan secara damai (di luar pengadilan/

hukum perdata barat (BW) maupun orang Islam 

ini berkembang anggapan umum bahwa profesi 

itu tidak selalu benar. 

Undang-Undang Peradi l an Agama, dan 

Kompilasi Hukum Islam, tugas Notaris pada 

bidang kekeluargaan dan kewarisan dalam 

perkawinan.

di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di 

hadapan dua orang saksi atau di hadapan 

Notaris. Di sini Notaris diberi kewenangan 

untuk membuat akta wasiat.

hadapan dua orang saksi atau di hadapan 

dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua 

orang saksi atau dihadapan Notaris.

secara lisan dengan disaksikan oleh dua 

orang saksi atau tertulis dengan disaksikan 

oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta 

Notaris bila wasiat terdahulu dibuat di 

hadapan notaris berupa  akta notaris.

dengan disaksikan oleh dua orang saksi 

atau berdasarkan Akta Notaris.

berdasarkan akta Notaris.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas dengan 

 

Mengenai  pembagian harta peninggalan 

dapat dilakukan oleh ahli waris maupun dibantu 

notaris, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pembagian harta peninggalan (harta 



125

Anal isis Akta Pembagian Warisan yang dibuat di Hadapan Notaris Menurut Hukum Islam ...                                                                                                       

Hukum Islam).

sendiri harta peninggalan pewaris sesuai 

dengan kehendak dan keinginan sendiri. 

Pembagian semacam ini  terkadang 

menimbulkan masalah. Kemungkinan 

menjadi acuan dalam pembagian harta 

peninggalan atau warisan

b. Pembagian Harta Peninggalan (Harta 

waris dibuat di hadapan notaris berupa akta 

notaris

berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanj ian dan ketetapan 

akta autentik, menjamin kepastian tanggal 

itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak 

juga ditugaskan atau dikecual ikan kepada 

Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk 

Pembagi an war i s dengan pr i nsi p 

merugikan pihak lain sesuai aturan standar 

berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga 

hak umum), seperti aturan tentang mencuri, 

berzina, membunuh, dimana hukum terhadap 

pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas 

dan harus ditegakkan. Dalam hal ini manusia 

toleransi dan pemaafan.

Pembagian harta waris dalam Islam 

pedoman dalam mengarahkan manusia dalam 

hal  pembagian harta warisan. Pembagian 

harta ini pun bertujuan agar di antara manusia 

dalam membagikan harta waris. Harta waris 

lain. Namun, sebelum harta waris itu diberikan 

jenazah sampai dengan proses pemakaman..

demikian pembagian harta waris diberikan kepada 

ke 3 (tiga) hal tersebut telah terpenuhi. 

Pembagian harta waris secara Islam itu wajib, 

namun harta warisan itu hak, dan hak itu harus 

diminta dan boleh untuk tidak diminta atau tidak 

diambi l . Sebagai  contoh j i ka seorang kakak 

menempuh jalur hukum Islam melalui Pengadilan 

bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka 

keadilan bagi semua orang. Jadi perintah dan keadaan 

merupakan merupakan tujuan mendasar bagi 

perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, 

berpegang kepada kebenaran, proporsional.

dengan hukum kewarisan, dapat diartikan bahwa 

keadilan merupakan keseimbangan antara hak dan 
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kewajiban dan keseimbangan berdasarkan perolehan 

dan kewajiban. Dasar utama hukum waris Islam 

saudara, ataupun karena hubungan perkawinan 

tentang berapa besar bagian masing-masing 

sebelum menentukan harta peninggalan pewaris 

baru dikatakan sebagai harta warisan (terlebih 

laki-laki sama dengan dua orang perempuan dalam 

satu tingkatan, baik dalam tingkatan anak, saudara 

maupun antara suami dengan istri.

Keadilan merupakan salah satu asas dalam 

kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan 

saling mewarisi antara laki-laki dengan perempuan 

kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa 

diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau 

perempuan dalam pembagian waris dalam hukum 

waris Islam berdasarkan nash qath’ i , tidak 

disebabkan persoalan gender, melainkan perbedaan 

diberikan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan 

dengan perempuan. Dengan demikian keadilan 

bagian warisan juga diberikan wanita dan anak-anak.

dengan perdamaian para ahli waris, kerelaan dan 

kesepakatan para ahli waris adalah prinsip dasar 

dalam pembagian warisan secara damai, dengan 

para ahli waris tetap menghitung dan membagikan 

terlebih dahulu seluruh harta warisan sesuai dengan 

pembagian warisan dengan kesepakatan bersama 

berdasarkan kerelaan atau keridlaan dari para ahli 

waris.

Di dalam isi Akta Pemisahan Dan Pembagian 

Notaris tersebut dijelaskan bahwa para penghadap 

(para ahli waris) pada saat  penandatanganan akta 

tersebut telah mengetahui hak bagian warisan 

melakukan pembagian dan pemisahan harta warisan 

ini dengan penuh keikhlasan dan keridlaan masing-

masing, akan tetapi di dalam isi akta tidak dijelaskan 

secara rinci berapa besar hak bagian masing-masing 

ahli waris sebelum diadakan pembagian menurut 

kesepakatan semua ahli waris.  

sebagai akibat dari pewarisan adalah merupakan 

hak-hak kebendaan tersebut terjadi apabila telah 

menunjukkan bahwa ahli waris adalah pemegang 

sah  untuk menerima harta warisan dari pewaris. 

oleh pejabat umum/instansi pemerintah atau lembaga 

Notaris berdasarkan peraturan perundang-

berwenang untuk mengeluarkan akta autentik, salah 

hukum kewarisan bagi ummat musl im harus 

tersebut. 

Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari 
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pembagian warisan dengan prinsip kekeluargaan 

berdasarkan kesepakatan dari pada ahli waris. 

Jabatan Notaris diadakan oleh aturan hukum 

atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat 

rukun-rukun perjanjian (akad) menurut hukum 

Islam. Kewenangan Notaris dalam membuat akta 

pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam, 

berlaku mengenai jabatan Notaris, Kompilasi Hukum 

Jabatan Notaris, telah jelas dimana letak kewenangan 

merupakan kewenangan                secara umum, 

dengan demikian Notaris dapat membuat akta 

Undang-Undang Hukum Perdata namun bisa juga 

membuat akta pembagian warisan berdasarkan 

Hukum Islam. 

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, 

jika dijadikan sebagai bukti. Namun jika tidak sesuai 

pembuktian harus dibuktikan melalui proses gugatan 

kerugian sebagai akibat dari akta tersebut. Penggugat 

wajib untuk membuktikan aspek lahiriah, formal 

ganti rugi dan bunga. Jika pengadilan memutuskan 

dan terbukti bahwa akta notaris melanggar aspek 

lahiriah, formal atau material dan para pihak dapat 

membuktikan telah menderita kerugian sebagai 

akibat dari akta tersebut, maka Notaris dapat dibebani 

dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Agama 

sebagai  penerapan hukum Islam seperti  akta 

pembagian harta warisan, wasiat, hibah, perjanjian 

perkawinan menurut hukum Islam, atau akta-akta 

dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris.

bisa dijadikan sebagai alat bukti, setiap perjanjian 

sebagai suatu kesepakatan dalam perjanjian atau 

perikatan.

D. Simpulan

Notaris berdasarkan peraturan perundang-

membuat Akta autentik. Kewenangan Notaris tersebut 
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dimiliki oleh seorang Notaris, walaupun merupakan 

kewenangan secara umum, dengan demikian notaris 

dapat membuat akta pembagian warisan berdasarkan 

ketentuan hukum waris Islam dengan berpedoman 

Hukum Islam. Kekuatan hukum pada akta tersebut 

para pihak apabila terjadi perkara tanpa perlu lagi 

sebagai akta di bawah tangan atau bisa batal demi 

hukum. 

E. Saran 

Akta autentik mengenai  pemisahan dan 

menurut hukum Islam tersebut, pada bagian isi 

menurut ketentuan hukum Islam. Diharapkan para 

bidang hukum waris Islam baik teori dan maupun 

praktek. Bagi Notaris dalam membuat akta mengenai 

hukum Islam, harus lebih hati-hati dan teliti karena 

Par ti j  Akte (akta para pihak) akan tetapi tetap 

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam 

hukum kewarisan Islam agar tercapai kemaslahatan, 

keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum 

hukum waris Islam bagi Notaris melalui seminar-

(INI),                                   agar menambah ilmu dan 

wawasan di bidang hukum kewarisan Islam. 
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